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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti empiris tentang
aspek yang memengaruhi pengambilan putusan dalampengelolaan keuangan desa
berdasarkan status perkembangan desa. Selain itu, penelitian ini juga ingin
mengetahui eksistensi tekanan isomorfik yang diduga memengaruhi perilaku
aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Objek penelitian ini adalah
Desa Nusapati dan Desa Peniraman Kec.Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
Provinsi Kalimantan Barat. Partisipan penelitian ini adalah kepala desa beserta
perangkat desa yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan
desa serta pejabat yang bertanggung jawab membidangi desa pada dinas terkait.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data
utama didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap partisipan untuk
selanjutnya ditindaklanjuti kesesuaiannya dengan data dari dokumen yang telah
dikumpulkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkembangan status desa
tidak memengaruhi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari hasil
musyawarah desa. Peneliti juga menemukan eksistensi isomorfisma kelembagaan
pada pemerintah desa yang memengaruhi perilaku aparatur desa dalam
menentukan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : Teori institusional, dana desa, status perkembangan desa, kinerja,
pengelolaan keuangan desa, isomorfima.

PENDAHULUAN d?miliki desa bersifat desentralisasi
dimana seutuhnya keputusan berada
ditangan pemerintah desa (Triyono et
al. 2019). Melalui desentralisasi fiskal,
diharapkan perputaran roda ekonomi
masyarakat desa mampu berkembang

Lahirnya Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan
desa sebuah wilayah otonom yang

berhak mengatur dan mengelola urusan > ) o
rumah tangganya sendiri berdasarkan  Sehingga dapat mengurangi kemiskinan

keragaman Karakteristik yang menjadi ~ Yang nantinya akan memengaruhi
ciri khas masing-masing tiap daerah wilayah desa dan sekitarnya (Dewi et

(Sofyani, 2017). Wewenang yang al. 2016).
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Sebagai konsekuensi lahirnya UU
No 6 Tahun 2014, dan agar pemerintah
desa dapat menjalankan
pemerintahannya, pemerintah pusat
mengalokasikan sejumlah dana tertentu
bagi desa melalui APBN yang dikenal
dengan nama dana desa (DD).Melalui
penyaluran DD, pemerintah berharap
pembangunan dan kemajuan di desa
semakin merata. Dana desa yang mulai
digulirkan pemerintah sejak tahun 2015
diharapkan dapat dikelola dengan baik,
seperti  mengelola keuangan negara
maupun daerah yang hendaknya
dilakukan secara ekonomis, efisien dan
efektif yang maksimal (Halim, 2011).

Sebagai tindak lanjut atas
disalurkannya DD dan agar pemerintah
dapat mengukur  manfaat dari
penyaluran DD bagi desa, pemerintah
mengeluarkan sejumlah aturan lanjutan
yang berperan sebagai rambu-rambu
agar selalu berada dalam koridor yang
diinginkan. Melalui Kemendes PDTT
sebagai leading sector desa, pemerintah
mengeluarkan Permendes yang
mengatur tentang prioritas penggunaan
dana desa, dimana peraturan ini akan
diperbaharui setiap tahunnya dalam
rangka menyesuaikan target
pembangunan  pemerintah  terhadap
desa, yang terbaru melalui Permendes
PDTT No 7 Tahun 2021 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2022. Selain itu, Kemendes PDTT juga
menerbitkan Peraturan Menteri nomor

2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (IDM). IDM disusun
untuk mendukung program pemerintah
dalam pengentasan desa tertinggal dan
peningkatan desa mandiri (Muhtarom
et al. 2018). Hasil pemetaan IDM
dikategorikan menjadi lima, yaitu
sangat tertinggal (pratama), tertinggal
(pra-madya), berkembang (madya),
maju  (pra-sembada) dan kategori
mandiri (sembada). Lebih lanjut, hasil
pengukuran IDM digunakan untuk
pemetaan tipologi desa dan penyusunan
prioritas penyaluran dan penggunaan
dana desa.

Kabupaten Mempawah yang
terletak di Provinsi Kalimantan Barat
memiliki 60 desa dan baru mulai
melaksanakan pengukuran IDM pada
tahun 2018. Peta perkembangan status
desa (Tabel 1.1) menunjukkan 2
kategori terendah yang terdapat di
Kabupaten Mempawah pada tahun
2020 yakni kategori desa tertinggal
sebanyak 2 desa dan kategori desa
berkembang 6 desa. Dari kategori desa
berkembang yang ditunjukkan oleh
Tabel 1.1, peneliti tertarik dengan
perkembangan status desa yang
ditunjukkan oleh Desa Nusapati.
Dimana  sejak awal dilakukan
pengukuran perkembangan status desa
pada 2018 hingga tahun 2020, Desa
Nusapati stagnan pada status desa
berkembang (tabell1.2).

Tabel 1.1
Perkembangan Status Desa Kabupaten Mempawah

Status Desa 2018 2019 2020
Sangat Tertinggal 2 0 0
Tertinggal 21 2 2
Berkembang 30 7 6
Maju 7 35 23
Mandiri 0 16 29
Jumlah 60 60 60

Sumber:Dinas Sosial PPPAPM Pemdes Kab.Mempawah (data diolah)
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Tabel 1.2
Perkembangan Status Desa Berkembang 2018-2020

No Desa Kecamatan 2018 2019 2020

1 Pakutan Toho Tertinggal Berkembang  Berkembang

2 Benuang Toho Tertinggal Berkembang  Berkembang

3 Sungai Rasau  Sungai Pinyuh Tertinggal Berkembang  Berkembang

4 Nusapati Sungai Pinyuh  Berkembang  Berkembang Berkembang

5 Bumbun Sadaniang Sangat Berkembang  Berkembang

tertinggal

6 Amawang Sadaniang Tertinggal Berkembang  Berkembang

Sumber: Dinas Sosial PPPAPM Pemdes Kab.Mempawah (data diolah)
Hal ini menarik, sebab desa secara berkala. Untuk itu dipilih desa

Nusapati berada pada  status Peniraman  dengan  pertimbangan

berkembang selama 3 tahun berturut-
turut. Agar dapat mengetahui dinamika
yang terjadi di Desa Nusapati, peneliti
menggunakan referensi dari desa lain
dalam satu wilayah kecamatan yang
menunjukkan perubahan status desa

bahwa Desa Peniraman berada pada
wilayah kecamatan yang sama dengan

Desa Nusapati bahkan letaknya
berdampingan namun memiliki status
perkembangan desa yang cukup

signifikan (Tabel 1.3).

Tabel 1.3
Perkembangan Status Desa Wilayah Kec. Sungai Pinyuh
Desa 2018 2019 2020
Sungai Rasau Tertinggal Berkembang Berkembang
Sungai Bakau Besar Darat Tertinggal Maju Maju
Sungai Purun Kecil Berkembang Maju Mandiri
Sungai Bakau Besar Laut Maju Maju Mandiri
Sungai Batang Maju Mandiri Mandiri
Peniraman Berkembang Maju Mandiri
Nusapati Berkembang Berkembang Berkembang
Galang Maju Maju Mandiri

Sumber: Dinas Sosial PPPA PM Pemdes Kab.Mempawah (data diolah)

Perkembangan  status  desa
merupakan pengukuran yang dilakukan
sebagai bentuk  tindak lanjut
disalurkannya DD bagi desa. Melalui
DD, pemerintah desa  memiliki
kesempatan besar untuk melaksanakan
pembangunan sesuai kebutuhan desa.
Pembangunan sendiri memiliki tiga
sasaran pembangunan yang diharapkan
mengalami penurunan, yakni
pengangguran, kemiskinan dan

ketimpangan (Azis, 2016). Kesuksesan
dalam  pembangunan  memerlukan
partisipasi dan  kontribusi  banyak
pihak. Menurut Sofyani (2017), salah
satu kunci kesuksesan meningkatkan
kinerja desa adalah hadirnya pemimpin
yang memiliki sisi kreatif, inovatif dan
bersemangat  untuk  memperbaiki
kondisi desanya. Karena itu, kepala
desa menempati posisi penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
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(Irawan, 2017). Kondisi ini kontras
dengan Desa Nusapati di mana pada
tahun 2018-2020 terjadi kekosongan
kepemimpinan. Tetapi hal sebaliknya
terjadi di Desa Peniraman yang
mendapatkan seorang kades terpilih
untuk tahun periode 2017-2023.

Selain itu, perencanaan turut
menjadi kunci dalam proses
pembangunan sebab dalam

perencanaan ini ditentukan input-input
pembangunan berupa sumber daya,
proses-proses dan akhirnya output
pembangunan (Wibowo, 2014).
Keberhasilan pembangunan disuatu
wilayah pemerintahan dipengaruhi oleh
kualitas perencanaan yang disusun

kualitas sumber daya manusia
(Rulyanti et al. 2017; Pratiwi dan
Ulfah, 2018). Namun kenyataannya
beberapa pembangunan di desa yang
bersumber dari DD yang disalurkan
olen pemerintah dirasakan belum
mampu memberikan kontribusi yang
optimal (Sofyani et al. 2020).

Oleh karena itu penulis tertarik
untuk mengetahui tingkat kesesuaian
pengelolaan dana desa yang mana
pemerintah telah mengatur prioritas
penggunaannya berdasarkan klasifikasi
perkembangan status desa. Berikut
realisasi DD pada Desa Nusapati dan
Desa Peniraman periode 2018-2020
(Tabel 1.5).

(Wasana dan Halim. 2018), dan
Tabel 1.5
Realisasi Dana Desa
Tahun anggaran 2018
No | Nama Desa | Pendapatan Belanja (Rp) Sisa DD %
DD (Rp) (Rp) Realisasi
1 | Nusapati 1.140.412.000 | 1.124.879.428 | 15.532.572 | 98,64 %
Peniraman 1.075.426.000 | 1.073.150.000 2.276.000 | 99,79 %
Tahun anggaran 2019
1 | Nusapati 1.201.193.300 | 1.135.299.832 | 65.893.468 | 94,51 %
2 | Peniraman 1.336.724.500 | 1.336.724.500 -| 100 %
Tahun anggaran 2020
1 | Nusapati 1.293.444.000 | 1.280.402.900 | 13.041.100 | 98,99 %
2 | Peniraman 1.466.277.000 | 1.418.833.000 | 47.444.000 | 96,76 %
Sumber:BPPKAD Kab.Mempawah (data diolah)
Dari Tabel 1.5, terlihat bahwa 2021), terutama potensi terjadinya

setiap tahun Desa Nusapati maupun
Desa Peniraman mampu mengelola
keuangan desa secara maksimal. Hal
ini  dapat dilihat dari persentase
realisasi belanja yang dilakukan oleh
kedua desa tinggi. Banyak pihak
khawatir terhadap kondisi pengelolaan
keuangan desa yang tidak sedikit
jumlahnya tersebut (Sofyani et al.

penyalahgunaan wewenang oleh kepala
desa yang merupakan efek dari
legitimasi kekuasaan (lrawan, 2017).
Hal ini diduga karena belum ada tata
kelola yang baik di tingkat pelaksana
(Sofyani et al. 2021) seperti misalnya
kemampuan sumber daya manusia dan
pemahaman akan regulasi (Rulyanti et
al. 2017).
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Suatu pemerintahan yang belum
mapan secara profesional  dapat
menimbulkan kecenderungan untuk
meniru daerah atau wilayah lain dalam
menjalankan amanat dari pemerintahan
diatasnya. Tindakan untuk menyerupai
unit lain yang menjadikan organisasi
lebih seragam atau homogen dikenal
dengan isomorfisme (DiMaggio dan
Powell, 1983). Menurut Akbar et al.
(2012) pada sebagian besar pemerintah
daerah di Indonesia, kepatuhan yang
berorientasi kinerja dilakukan hanya
untuk memenuhi amanat regulasi
akibat ada isomorfisma kelembagaan,

terutama isomorfisma koersif dari
pemerintah pusat.
Aturan dan ketentuan yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat
merupakan pedoman bagi pemerintah
desa. Namun pada kenyataannya,
kondisi di lapangan menunjukkan hasil
yang bervariasi. Penulis menduga
bahwa terdapat beberapa aspek yang
memengaruhi pemerintah desa dalam
mengelola keuangan desa yang pada
akhirnya memengaruhi  hasil dari
pemetaan status perkembangan desa.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk  menganalisis  perbandingan
perkembangan status desa terkait
dengan kinerja pengelolaan dana desa,
serta untuk memperoleh bukti empiris
eksistensi dan tekanan isomorfisma
pada praktek pengelolaan dana desa di
Desa Nusapati dan Desa Peniraman
Kabupaten Mempawah.

Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan evaluasi bagi
pihak eksekutif sebagai pihak pembuat
kebijakan/peraturan (decision maker)
dalam mengambil keputusan, serta
dapat menambah literatur kajian
dibidang kinerja perangkat desa yang
dapat digunakan sebagai referensi bagi
peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
mendefinisikan pengelolaan keuangan
desa sebagai keseluruhan kegiatan yang
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,  pelaporan  hingga
pertanggungjawaban yang dimiliki oleh
desa.

Peraturan Pemerintah nomor 43
tahun 2014 pasal 115 disebutkan bahwa
perencanaan pembangunan desa yang
dijadikan pedoman bagi pemerintah
desa terdiri dari RPJM desa, RKP desa
dan daftar usulan RKP desa. RPJM
desa disusun untuk jangka waktu enam
tahun. Untuk dapat merealisasikan
RPJM desa, maka dibuat rencana kerja
pemerintah (RKP) desa. RKP desa
merupakan penjabaran dari RPJM desa
yang lebih ringkas yaitu dalam jangka
waktu 1 tahun. Rancangan RPJM desa
dan RKP desa wajib disusun melalui
musyawarah pembangunan desa secara
partispatif (PP 43/2014 Pasal 116
angka 1). RKP desa menjadi dasar bagi
pemerintah desa dalam menetapkan
APBDesa (Pasal 118 angka 7).

Penanggung jawab utama
pengelolaan keuangan desa berada
ditangan kades (Permendagri 20/2018
Pasal 3 ayat 1). Sebagai tindak lanjut
dari kewenangan tersebut, segala
tindakan  atas  pendapatan  dan
pengeluaran keuangan desa yang akan
dilaksanakan dijabarkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDes).

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 mengamanatkan bahwa

penggunaan DD  dilakukan dan
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berpedoman pada prioritas yang
ditetapkan ~ oleh  menteri  yang
menangani desa, dalam hal ini oleh
Kementrian  Desa, = Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Pasal 23). Selain itu penggunaan DD
harus mengacu pada RPJM desa dan
RKP yang ditetapkan desa (Pasal 22).

Dana desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang
disepakati melalui musyawarah desa.
Makin  tingggi intensitas  warga
mengikuti rapat desa maka makin luas
pula pengetahuan tentang dana desa
sehingga warga dapat menentukan
kebutuhan dan pemecahan masalah
yang dirumuskan bersama-sama, serta
memberi  penilaian  positif  terkait
dengan ketepatan pemanfaatan dana
desa (Noviyanti et al. 2018).

Peraturan  tentang prioritas
penggunaan dana desa diharapkan
dapat memberi arah dalam perencanaan
program dan Kkegiatan yang akan
dibiayai oleh dana desa, yang dapat
mempertimbangkan  tipologi  desa
berdasarkan tingkat perkembangan
kemajuan desa yang meliputi desa
tertinggal dan/atau  desa  sangat
tertinggal, desa berkembang, dan desa
maju dan/atau desa mandiri.

3. Teori Institusional

Institusi atau lembaga telah
didefinisikan dalam konsep yang
sangat luas dan dalam berbagai cara
(Scott, 1987 dalam Akbar, 2011;
Lammer & Garcia, 2017). Merujuk
pada Lammer & Garcia, (2017),
institusionalisasi sebagai proses yang
dimulai dengan pembentukan pola
kelembagaan di  seluruh  bidang
organisasi yang terdiri atas pola
komunikasi dan perilaku yang mapan
yang melampaui organisasi dan situasi

tertentu.

Pola pelembagaan yang utama
menurut DiMaggio dan Powell (1983)
adalah  struktur  organisasi yang
homogen. Lebih lanjut menurut Akbar
(2011), seiring waktu, organisasi yang
bergerak  dibidang serupa akan
mengembangkan tanggapan  serupa
atau mengadopsi praktik yang serupa
ketika menghadapi situasi tertentu.
Kondisi ini sejalan dengan pemerintah
daerah sebagai organisasi sektor publik
di Indonesia yang cenderung untuk
menyerupai pemerintah daerah lain
yang dianggap lebih baik (Akbar et al,
2015).

Akbar  (2011), menyebutkan
melalui teori institusional, organisasi
sektor publik tidak hanya bersaing
untuk sumber daya dan masyarakat,
tetapi juga untuk legitimasi dan
kekuatan politik. Perilaku ini ditengarai
karena tingkat ketergantungan
organisasi publik atas sumber daya
keuangan yang berasal dari pemerintah
pusat tinggi. Kuatnya pengaruh tekanan
kelembagaan dalam organisasi publik
dapat disebabkan oleh konteks hierarki
yang lebih kuat dibandingkan dengan
swasta (Daging Zheng et al. 2013).

Teori institusional yang
dikemukakan DiMaggio dan Powell
(1983) menggambarkan bahwa
organisasi yang pada dasarnya beragam
akan berproses menghadapi
serangkaian kondisi lingkungan yang
sama atau homogen. Hal ini terjadi
karena ada kondisi eksternal yang
memaksa perilaku yang dilaksanakan
oleh organisasi pada batasan tertentu
yang dikenal dengan isomorfisme.
DiMaggio dan  Powell  (1983)
mengklasifikasikan tiga gaya
isomorfisme yang muncul,yaitu
koersif, mimetik dan normatif.

Isomorfime koersif muncul dari
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tekanan formal dan informal yang

diberikan kepada organisasi yang
memiliki  ketergantungan  dimana
organisasi tersebut beroperasi.

Kecendrungan untuk meniru (mimetik)
organisasi lain terkadang muncul dalam
organisasi. Bukan karena paksaan
ataupun tekanan, kecendrungan itu
terjadi karena Kketidakpastian tujuan
dengan ambiguitas yang muncul.
Isomorfisme normatif muncul dari
profesionalisme yang terjadi dalam
organisasi.

4. Kinerja

4.1. Definisi Kinerja

Kinerja merupakan istilah yang
sulit didefinisikan dan memiliki banyak
arti  (Akbar, 2011). Kinerja dapat
dikatakan sebagai hasil kerja atau
prestasi kerja. Selain itu kinerja dapat
didefinisikan ~ sebagai  melakukan
pekerjaan dan hasil yang dicapai dari
pekerjaan tersebut. Kinerja adalah
tentang apa yang dikerjakan dan
bagaimana cara  mengerjakannya
(Wibowo, 2014).

Dalam Perpres Nomor 29 Tahun
2014 dinyatakan bahwa definisi kinerja
adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang telah atau
hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur. Artinya,
harus ada sesuatu yang dihasilkan atau
manfaat yang diberikan dari suatu
program atau kegiatan

Menurut Speklé dan Verbeeten
(2014), dimensi untuk mengukur
kinerja meliputi (1) produktivitas, (2)
kualitas atau akurasi pekerjaan yang
dihasilkan, (3) jumlah inovasi yang
dihasilkan,  (4)  reputasi  untuk
kesempurnaan kerja, (5) pencapaian
tingkat produksi atau layanan tujuan,

(6) efisiensi operasi, dan (7) moral
personil organisasi. Untuk mengukur
kinerja, harus dilakukan dengan
perbandingan yang setara misalnya
kinerja dimasa lalu, kinerja lembaga
sejenis, atau melalui standar
profesional tentang kinerja sehingga
dapat dilakukan perbandingan apakah
Kinerja tersebut baik atau buruk (Behn,
2003).

4.2. Aspek yang

Kinerja

Behn (2003) dalam tulisannya
yang mempertanyakan mengapa Kkita
harus mengukur Kinerja,
mengungkapkan karena hasil
pengukuran kinerja membantu manajer
untuk melakukan perbaikan atas
aktivitas usaha sebuah organisasi.
Dengan mengetahui kinerja organisasi
yang dipimpinnya, berarti manajer
dapat melakukan evaluasi, mengontrol,
menganggarkan, memberikan motivasi,
memberi promosi (reward), sebagai
proses belajar, serta melakukan
improvisasi (Behn, 2003) terhadap
tindakan operasi.

Kinerja yang baik membantu
organisasi menuju perubahan.
Kompetensi  berupa  keterampilan,
pengetahuan, serta tindakan perilaku
individu dan hubungan psikologis turut
memengaruhi kualitas kinerja aparatur
bagi layanan publik sehingga perlu
untuk menjadi perhatian utama.

Penelitian ini mengkaji beberapa
aspek yang diduga berperan pada
tindakan yang dilakukan aparatur
dalam pemanfaatan dana desa terkait
dengan status perkembangan desa yang
ditetapkan  melalui  indeks desa
membangun (IDM). Keberhasilan atas
Kinerja organisasi bergantung pada
implementasi peraturan yang berlaku,
karakteristik masing-masing individu,

Memengarubhi
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diantaranya motivasi dan komitmen
individu (Risakkota dan Akbar. 2018;
Becchetti et al, 2013), peran pemimpin
(Sofyani, 2017), motif ekonomi dan
uang (Dewi et al. 2016; Susanto, 2020)
dan kapasitas personal yang dapat
meningkatkan kinerjanya.

a. Regulasi

Regulasi merupakan peraturan
tertulis yang memuat norma hukum
dan mengikat secara umum (Bastian,
2016). Regulasi publik merupakan
suatu atau sekelompok ketentuan yang
diciptakan untuk mengatur yang harus
dijalankan dan dipatuhi dalam proses
pengelolaan organisasi publik, baik
pada organisasi pemerintah pusat,
pemerintah  daerah, partai politik,
maupun organisasi masyarakat (Bastian
dalam Bastian 2016).

Regulasi ini dibuat bertingkat
sesuai dengan hierarkinya dimana
dalam  pembuatan regulasi oleh
pemerintah daerah dan pemerintah desa
tidak boleh bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi, yaitu undang-
undang.

Seringkali aturan yang
diterbitkan tersebut tumpang tindih dan
bahkan kontradiktif antara
kelembagaan yang satu dengan yang
lainnya  yang hal itu  akan
membingungkan pelaksana dilapangan
(Akbar, 2011; Bastian, 2016). Seperti
misalnya masalah teknis yang muncul
adalah kendala dalam mempersiapkan
laporan keuangan yang akuntabel
kepada pihak-pihak penyedia sumber
DD, yaitu pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten (Sofyani et al. 2021).

b. Kepemimpinan

Kemampuan seorang pimpinan
mampu  memengaruhi  hasil yang
diperoleh organisasi. Teori sifat (trait

theories)  mengasumsikan  bahwa
pemimpin yang sukses merupakan
orang pilihan yang dilahirkan dengan
kualitas tertentu yang membedakan
mereka dari non-pemimpin (Ogbonna
dan Haris, 2000). Pemimpin yang
kompeten cenderung akan
memanfaatkan peluang eksternal dan
mampu mengeksploitasi sumber daya
yang kurang dimanfaatkan untuk
memajukan organisasi (Daqing Zheng
et al. 2013).

Pimpinan atau manajer tidak
perlu mengidentifikasi praktik terbaik,
yang perlu dilakukan  hanyalah
menentukan praktik yang lebih baik
bagi organisasinya untuk meningkatkan
kinerja (Behn, 2003). Atas dasar hal
tersebut hendaknya seorang pimpinan
memiliki visi dan misi yang jelas, jujur,
dan berkomitmen tinggi (Sofyani et al.

2020). Keterampilan visioner dan
inspirasional dari pemimpin dapat
memotivasi pengikut untuk
memberikan  kinerja yang unggul

(Nicholls, 1988; Quick dalam Ogbonna
dan Haris, 2000).

Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa yang kemudian
diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tidak terdapat persyaratan khusus untuk
mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Seluruh  warga Negara Indonesia
berhak mendaftarkan diri menjadi
calon kepala desa selama memenuhi
Kriteria yang ditetapkan.

Seorang kepala desa juga dituntut
untuk mampu menguasai pengelolaan
keuangan desa, mampu berkomunikasi

dengan  masyarakat desa, serta
memiliki  ide-ide  yang  mampu
mewujudkan kemandirian yang

dibutuhkan oleh desa (Pratolo et al.
2020).
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c. Motivasi
Motivasi  berhubungan  erat
dengan sikap dan perilaku yang

melekat pada seseorang. Motivasi
dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu
motivasi  intrinsik dan  motivasi
ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal
dari dalam diri sendiri untuk berbuat
atau mendapatkan sesuatu. Motivasi
ekstrinsik adalah motivasi yang timbul
akibat ada rangsangan atau dorongan
dari luar.

Perry dan Wise dalam Carpenter
et al. (2012) menyatakan bahwa dalam
melayani di sektor publik, orang
cenderung memiliki tiga jenis alasan,
yaitu rasional, afektif dan normatif.
Alasan rasional terbentuk karena ada
kepentingan diri sendiri. Alasan afektif

terbentuk  karena ada  hubungan
emosional untuk  melayani  dan
membantu orang lain, sedangkan
alasan normatif terbentuk karena

kepatuhan terhadap nilai dan norma
yang berlaku dimasyarakat.

Penelitian Carpenter et al. (2012)
tentang motivasi seorang individu yang
bergabung dalam organisasi sektor
publik menunjukan bahwa seseorang
yang memiliki motivasi pelayanan
publik cenderung akan bergabung
dalam organisasi publik karena ada
dorongan dari dalam diri melampaui
kepuasan kebutuhan kesehatan
psikologis dan keamanan yang
membutuhkan uang atau materi
(Becchetti et al. 2013) seperti sifat
ramah dan kepribadian ingin melayani.

Menurut Speklé¢ dan Verbeeten
(2014), mengukur kinerja dengan
berorientasi insentif hanya dapat terjadi
apabila memenuhi tiga kondisi, yaitu 1)
tujuan organisasi jelas dan tidak
ambigu, 2) kinerja dapat diukur dengan
cara konsisten atau tidak terdistorsi,
dan 3) ada pengetahuan dan fungsi

kontrol dari manajemen. Apabila ketiga
syarat  tersebut tidak terpenuhi,
organisasi yang menjadikan insentif
sebagai motivator kinerja hanya akan
menimbulkan efek crowding out (Frey
dan Jegen dalam Susanto, 2020).
Motivasi individual dalam diri
pekerja harus didukung dengan peran
manajer dalam memberi motivasi
kepada para pekerja agar memiliki arah
dan tujuan yang signifikan dalam
mencapai target kinerja (Behn, 2003).

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya terpenting dalam
sebuah organisasi adalah kekuatan
sumber daya yang berasal dari manusia
(SDM). Posisi ini  tidak dapat
dikalahkan oleh sumber daya lainnya
seperti material, metode, uang, atau
teknologi. Kim et al. (2001)
berpendapat bahwa sumber daya
manusia adalah aset organisasi yang
paling berharga. Oleh karena itu,
memberdayakan  karyawan  harus
menjadi fokus perhatian organisasi.

Menurut Smith dan Rupp dalam
Kagari et al. (2010) bahwa sumber
daya manusia merupakan elemen
penting untuk keunggulan kompetitif
yang berkelanjutan sehingga penting
untuk dapat memberdayakan dan
mengelolanya secara benar. Indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur
kapasitas sumber daya manusia
organisasi dapat dilihat dari
(1)pemahaman, yaitu memahami dan
melaksanakan tugas dan fungsi pokok,
(2)keterampilan, yaitu terampil dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pokok,
(3)kemampuan, yaitu mampu
melaksanakan tugas dan fungsi pokok
(Triyono et al. 2019).

Komposisi SDM suatu organisasi
bergantung dari  perekrutan yang
dilakukan oleh organisasi. Merujuk
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pada UU Desa, sumber daya
pemerintah desa terdiri atas kepala desa
yang dibantu oleh perangkat desa.
Untuk menjadi kepala desa, seseorang
cukup berpendidikan paling rendah
tamat dari sekolah menengah pertama
atau sederajat (tidak terdapat Kriteria
akademik secara khusus) dan berusia
minimal 25 (dua puluh lima) tahun
(UU No0.6/2014; Permendagri
No0.112/2014). Adapun syarat
pendidikan menjadi perangkat desa
adalah paling rendah tamat sekolah
menengah umum atau yang sederajat
dan berusia minimal 20 (dua puluh)
tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun.

Beberapa penelitian terdahulu
menemukan bahwa tingkat pendidikan
tidak memengaruhi kinerja karena
dapat diatasi dengan kegiatan pelatihan
dan bimbingan teknis (Winarni dan
Akbar, 2020; Sofyani dan Akbar 2015;
Sofyani et al. 2021). Sofyani dan
Akbar (2015) menemukan bahwa
karakter seorang individu berperan
penting dalam keberhasilan kinerja

suatu  organisasi. Individu yang
memiliki self-efficacy dan
conscientiousness dapat mendorong

peningkatan kinerja organisasi sebab
pegawainya telah memiliki Kinerja
yang baik pula.

e. Komitmen

Herscovitch dan Meyer (2002)
mendefinisikan pengertian komitmen
yang dikembangkan dari Meyer dan
Allen (1991) sebagai suatu keadaan
psikologis atau pola pikir yang
mengikat seseorang pada tindakan
relevan agar dapat mencapai target
organisasi. Adanya ikatan emosi antara
karyawan dengan organisasi cenderung
menimbulkan loyalitas dari dalam diri
yang pada akhirnya seseorang tersebut

bersedia mencurahkan waktu, pikiran,
dan tenaga demi meraih tujuan
organisasi bersama-sama (Mowday et

al. 1979).

Primarisanti dan Akbar (2015)
mendefinisikan ~ komitmen  sebagai
suatu hubungan emosional sebagai

bentuk loyalitas kepada organisasi
untuk bersama-sama berusaha
memenuhi tujuan yang telah dirancang
dengan penuh tanggung jawab dan
dilakukan secara cermat. Untuk
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
organisasi sektor publik, individu harus
memiliki komitmen yang kuat terutama
individu yang berada pada posisi
manajemen puncak.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus. Menurut Hennink et al.
(2012), penelitian kualitatif berguna
dalam memberikan pemahaman
mendalam suatu issue yang dapat
terangkum dari perspektif sekelompok
populasi yang dipelajari.

Dalam mengeksplorasi peristiwa,
harus ditetapkan batasan waktu dan
aktivitas yang dilakukan peneliti dalam
mengumpulkan data untuk suatu
periode penelitian  (Stake dalam
Craswell, 2007). Untuk itu, studi kasus
pada penelitian ini diarahkan pada
pencarian data untuk periode tahun
anggaran 2018-2020.

Data utama didapatkan melalui
in-depth interview yang dilakukan
kepada partisipan untuk selanjutnya
diubah menjadi transkrip wawancara
sebagai bahan utama pengolahan data.
Selain melalui wawancara, sumber data
lain diperoleh dari dokumen APBDes,
RPJMDes, RKPDes, serta dokumen
yang terkait lainnya.
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Partisipan dipilih dengan cara
purposive. Hal ini dilakukan agar
mendapatkan narasumber yang
memiliki  banyak informasi dan
pengetahuan atas topik yang akan
diteliti  (Hennink et al, 2012).
Wawancara dilakukan dengan
pertanyaan semi  terstruktur  dan
menggunakan panduan wawancara.
Panduan wawancara berperan sebagai
pengingat atau pedoman selama proses
wawancara berlangsung (Hennink et al.
2012). Pertanyaan kepada partisipan
bersifat terbuka dan tidak terikat

berdasarkan  panduan  wawancara.
Ptotokol wawancara meliputi
perkenalan wawancara, pertanyaan
pembuka, pertanyaan inti, dan
pertanyaan penutup.

Partisipan ~ yang ~ memenubhi

kriteria dan bersedia diwawancarai
berjumlah 15 orang. Partisipan tersebut
terdiri atas 6 orang aparatur Desa
Nusapati, 6 orang aparatur Desa
Peniraman, 1 orang pendamping desa
atau tenaga pendamping profesional
(TPP) Kecamatan Sungai Pinyuh
periode 2018-2020, dan 2 orang kepala
seksi pada Dinas Sosial PPPAPMPD
Kabupaten Mempawah yang
membidangi urusan desa.

Untuk pengujian validitas hasil

temuan penulis menggunakan
triangulasi dan member checking.
Triangulasi dilakukan dengan cara

membandingkan data yang diperoleh
dari berbagai sumber dan/atau teknik
yang berbeda. Penelitian ini
menggunakan triangulasi sumber data
dan triangulasi metode. Selain itu
penulis juga menggunakan member
checking untuk memastikan
keakurasian data dengan tujuan
memberi kepastian bahwa apa yang
telah disusun penulis memiliki makna
sama dengan yang dimaksudkan oleh

)

partisipan.
Untuk pengecekan reliabilitas,
penulisakan melakukan pengecekan

ulang hasil transkrip wawancara yang
telah disusun dengan cara memastikan
bahwa tidak ada kode yang bermakna
bias yang dapat menimbulkan
interpretasi  yang  keliru.  Berikut
merupakan model rerangka penelitian

ni:

N
B

Gambar 3.1
Model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan hasil wawancara dan
olah dokumen, menunjukkan bahwa
secara  teknis  Pemerintah  Desa
Nusapati dan  Pemerintah  Desa
Peniraman telah menjalankan tahapan
yang sesuai dengan regulasi mengenai
proses penyusunan APBDes dimana
proses  tersebut diawali  dengan
pencermatan isi dari dokumen RPJM
Desa, lalu pembuatan RKP desa hingga
menjadi APBDes. Namun dari hasil
pemeriksaan dokumen keuangan desa,

masih terdapat keterlambatan
pengesahan  dokumen perencanaan
pengelolaan  keuangan desa atau
APBDes.
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Tabel 4.3. Nomor dan Tanggal
Penetapan Perdes tentang APBDes

Desa dan Tahun

Nomor & Tanggal
Pengesahan
RKPDesa

Nomor & Tanggal
Pengesahan
APBDesa

Nusapati

Tahun Anggaran
2018

Berkas soft copy
maupun hard copy
tidak ditemukan

Perdes Nomor 02
tahun 2018 tanggal
22 Maret 2018

Tahun  Anggaran
2019

Perdes Nomor 2
tahun 2019 tanggal
25 Januari 2019

Perdes Nomor 03
tahun 2019 tanggal
28 Maret 2019

Tahun Anggaran
2020

Perdes Nomor 3
tahun 2020 tanggal
6 April 2020

Perdes Nomor 02
tahun 2020 tanggal
20 Januari 2020

Peniraman

Tahun  Anggaran
2018

Perdes Nomor 5
tahun 2017 tanggal
30 Oktober 2017

Perdes Nomor 02
tahun 2018 tanggal
5 Februari 2018

Tahun  Anggaran
2019

Perdes Nomor 6
tahun 2018 tanggal
22 Oktober 2018

Perdes Nomor 02
tahun 2019 tanggal
14 Februari 2019

Tahun Anggaran
2020

Perdes Nomor 6
tahun 2019 tanggal
14 November 2019

Perdes Nomor 02
tahun 2020 tanggal
28 Januari 2020

Sumber: data diolah

Menurut  ketentuan  peraturan
yang tertuang dalam Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa
Peraturan Desa tentang APBDesa
ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya
(Pasal 38 point 2).

Meskipun APBDes ditetapkan
tidak tepat waktu, hal ini tidak menjadi
kendala bagi pemerintah desa untuk
melaksanakan kegiatan desa. Dari hasil
pengamatan dokumen laporan realisasi
anggaran (LRA) desa, seluruh belanja
desa dapat terealisasi sebelum 31
Desember setiap tahun anggaran. Hal
ini sejalan dengan temuan Triyono et
al. (2019), Sofyani dan Akbar (2015)
bahwa kapasitas serta kompetensi
pendidikan aparatur perangkat desa
tidak  memengaruhi  akuntabilitas
pengelolaan dana desa.

Selanjutnya penulis melakukan
identifikasi kesesuian penganggaran
dengan kepatuhan terhadap peraturan
Menteri Desa PDTT tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa. Hasil yang
ditemukan bahwa penganggaran dana
desa pada Desa Nusapati dan Desa
Peniraman telah mengikuti skala
prioritas sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang diperoleh dari hasil
musyawarah desa dan disesuaikan

dengan peraturan menteri tentang
prioritas penggunaan dana desa tetapi
tidak disesuaikan  dengan  status

perkembangan desa.

Padahal, Kementrian Desa PDTT
telah  mengeluarkan  juknis  dan
pedoman pengganggaran bagi
pemerintah desa, dimana desa juga
dapat  mempertimbangkan  status
perkembangan desa dengan tujuan agar
dapat memberi akses lebih bagi desa
dalam  menyesuaikan  penyusunan
anggaran yang berdampak langsung
bagi pembangunan desa. Hal ini
diperkuat oleh petikan wawancara
partisipan dari dinas yang membidangi
desa.

“ee.. kalau di kami kaya-nya ndak
ada itu. secara.. kita.. tadi lebih
langsung berpedoman pada
peraturan menteri desa tentang
prioritas dana desa, gitu. Tapi kalau
untuk membandingkan antara status
desa dengan prioritas kita belum
seperti itu..” (P13.B54)

Dalam mengalokasikan anggaran

belanja  desa, pemerintah  Desa
Nusapati dan Desa Peniraman lebih
mengutamankan  hasil ~ keputusan

musyawarah desa. Dari lima bidang
yang dapat dianggarkan untuk belanja
desa, Desa Nusapati dan Desa
Peniraman memprioritaskan dana desa
untuk membiayai kegiatan di bidang
pembangunan desa (bidang 2),
sedangkan untuk bidang pemberdayaan
masyarakat desa (bidang 4) alokasinya
tidak lebih dari 5% (Lampiran 1)
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2. Aspek yang berperan pada kinerja
pengelolaan keuangan desa

2.1 Regulasi

Regulasi merupakan dasar utama
bagi  aparat  pemerintah  dalam
menjalankan pekerjaan. Selain itu,
regulasi juga menjadi salah satu faktor
utama yang mendorong organisasi
melakukan perubahan (Ahyaruddin dan
Akbar, 2017).

Ada kalanya regulasi yang
ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan
keinginan pemerintah desa, tetapi
karena aturan ini sudah diputuskan dari
pemerintah pusat, pemerintah desa
selaku pelaksana wajib menjalankan
(Akbar et al. 2015). Hal ini tampak
dalam kutipan wawancara berikut.

“kadangkala kami pun agak sedikit
bersinggungan, tapi intinya memang
apa namanya.. kami ber.. apa
berpegang kepada aturan tersebut,
jadi prioritas dana desanya seperti
apa itulah vyang.. yang kami
sampaikan..” (P15.J19)

Agar regulasi tersebut dapat
dijalankan, perlu untuk disosialisasikan
terlebih  dahulu dan disampaikan
tentang teknis pelaksanaannya kepada
pemerintah desa. Namun, seringkali
regulasi tersebut menjadi kendala bagi
pemerintah desa karena lambatnya
aturan dan regulasi tersebut
disampaikan kepada pemerintah desa.
Seperti  yang diungkapkan oleh
partisipan dari Desa Nusapati berikut
ini.

“Kendalanya itu... ee.. pertama
kadang petunjuknya itu berubah-
berubah  Bu.. aa.. artinya
dokumen yang udah kita buat itu
akhirnya harus diubah gitu..”
(P2.A09)

Selain kendala keterlambatan

regulasi, kendala lain yang dihadapi
pemerintah desa yakni terbentur oleh
teori hukum vyang berjenjang dan
berlapis-lapis dalam hierarki
pemerintahan, dimana norma hukum
yang lebih rendah tidak boleh
melampaui  norma  hukum  atau
kewilayahan yang lebih tinggi. Seperti
yang diungkapkan Bastian (2016),
kultur organisasi publik menerapkan
budaya organisasi yang bersifat
birokratis, formal, dan berjenjang.

2.2 Kepemimpinan

Pemimpin yang sukses
merupakan  orang  pilihan  yang
memiliki Kkualitas tertentu yang tidak
dimiliki oleh semua orang (Ogbonna
dan Haris, 2000). Pemerintah desa
dapat berjalan baik jika kepala desa
visioner, jujur, berkomitmen tinggi,
dan memiliki kemampuan manajerial
yang memadai, begitu pula sebaliknya
(Sofyani et al. 2020).

Kadangkala dalam organisasi
terdapat beberapa hal yang diputuskan
atas dasar kebutuhan atau kebijakan
pimpinan. Hal ini tidak lain karena
pada kenyataannya tidak semua kondisi
terjadi sesuai dengan harapan. Hal ini
tentunya menimbulkan  pro-kontra
dalam organisasi. Ketika di satu sisi
kebijakan yang dikeluarkan pimpinan
merupakan hak pimpinan sebagai
pengambil putusan, tetapi disisi lain
kebijakan tersebut dirasakan tidak adil
dan mengecewakan pihak lain dan
merupakan  bentuk arogansi  atas
jabatan yang diemban. Kondisi ini
sejalan dengan Ogbonna dan Haris
(2000) bahwa gaya kepemimpinan
merupakan prediktor kuat dari budaya
kompetitif dan inovatif yang pada
akhirnya mempengaruhi Kinerja
organisasi. Seperti kutipan wawancara
berikut.
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“Ya kalau ndak.. misalnye waktu
kemaren yang heboh-heboh itu kan..
tu kan terlalu keputusan.. keputusan
itu kan kalau sembarangan diambil..
kan dampaknya ke kita.. ndak
dimusyawarahkan dulu.. ” (P3.Y107)

“Waktu yang Pj dulu tu.. itulah
kalau bimtek-bimtek tu.. kan die
mileh yang itu jak.. gitu kan..
padahal kite kan perlu juga bimtek
itu, ataupun kadang.. ape namenye
tu.. rapat-rapat tu.. kan kite ndak
dilibatkan tu kan.. tau-tau ade tanda
tangan (tertawa) gimane.. kite kan
ndak tau keputusan ape.. gitu
kan..”(P5.HS106)

Selayaknya para pemimpin sektor
publik dapat memainkan peran yang
kuat dalam meningkatkan keberhasilan
pengaturan  manajemen  organisasi
sehingga kepemimpinan merupakan
satu hal yang sangat penting (Hawke,
2012).

2.3 Motivasi

Dari hasil wawancara kepada
partisipan dari desa Nusapati, diketahui
bahwa pada awalnya mereka tidak
memiliki motivasi yang signifikan
bergabung dipemerintah desa, tetapi
lebih karena keadaan di mana saat itu
mereka tidak memiliki pekerjaan dan
penghasilan atau atas dasar dorongan
ekstrinsik.  Kondisi  serupa  juga
ditemukan di Desa Peniraman. Dari
lima orang partisipan yang berkerja
pada pemerintah Desa Peniraman,
semuanya bergabung karena ditawari
pekerjaan dimana saat itu mereka
belum memiliki pekerjaan.

Kondisi tersebut perlahan begeser
dan  mendorong individu untuk
mengerahkan kemampuan terbaik agar
dapat mencapai tujuan bersama. Seperti

yang diungkapkan partisipan dari Desa

Peniraman berikut ini.
“Pertama karena memang
dorongan dari masyarakat, yang
kedua tentu tidak terlepas dari..
tujuan baik vyaitu bagaimana
membangun desa ini setara dengan
desa-desa yang lain.. itu yang
menjadi modal” (P7.S08)

Dari sisi ekonomi, pendapatan
yang diterima oleh karyawan sebagai
balas jasa atas kontribusi pada
organisasi juga berpengaruh. Tidak
dapat dipungkiri bahwa kepastian akan
penghasilan merupakan salah satu
pendorong seseorang bergabung di
sektor publik. Selain itu, prestige atas
suatu jabatan juga menjadi ukuran
bahwa besaran penghasilan atau
insentif yang diterima belum sepadan
bila dibandingkan dengan posisi yang
diemban. Seperti petikan wawancara
berikut.

“Karena  seorang kades vya..
sebenarnya.. Untuk di di.. di.. apa..
upah lah ya, upah ya.. upah.
upah... saya rasa sih belom lah...
karena yang namanya seorang
kades, terkadang ade hal-hal yang
kite keluarkan tanpa aa.. bise kite
mengganggarkan” (P1.S53)

Diungkapkan Susanto (2020)
bahwa di Indonesia orang lebih
termotivasi untuk bergabung dalam
organisasi  publik  karena  ingin
memenuhi kebutuhan dasarnya
daripada melayani masyarakat.

2.4 Komitmen

Karyawan yang termotivasi pada
organisasi, biasanya berkomitmen
untuk tetap bersama organisasi dan
akan  berusaha sebaik  mungkin
memajukan organisasi (Meyer dan
Allen dalam Herscovitch dan Meyer,
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2002). Komitmen untuk menjadikan
organisasi lebih baik harus dimulai dari
puncak pimpinan hingga jajaran
karyawan  dibawahnya. Menurut
Ahyaruddin dan Akbar (2017) dan
Sofyani et al. (2021), komitmen
manajemen memberikan  kontribusi
besar terhadap peningkatan kinerja dan
akuntabilitas. Apabila kepala desa
sebagai pimpinan tertinggi memiliki
komitmen yang kuat untuk membangun
wilayahnya, hal tersebut juga dapat
memotivasi tindakan yang dilakukan

karyawan.
Bentuk komitmen kepala desa
dapat terjalin melalui koordinasi

bersama-sama perangkat desa. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa kades
Nusapati dan kades Peniraman selalu
melakukan koordinasi baik internal
maupun eksternal sebelum mengambil
putusan. Selain itu bentuk komitmen

lain yang terbentuk adalah
transpararansi anggaran oleh
pemerintah desa. Meskipun konsep
transparansi  pemerintah  desa  di
Indonesia  terjadi  bukan  karena
komitmen karyawan dan tingkat

akuntabilitas yang tinggi, tetapi lebih
karena ada tekanan dari pihak lain
seperti masyarakat atau pemerintah
pusat/kabupaten (Sofyani et al. 2017).

Untuk mengatasi keterbatasan
kemampuan SDM perangkat desa,
Pemerintah desa menggunakan jasa
pihak lain yang lebih kompeten dan
menguasai dibidangnya dalam
melakukan perhitungan anggaran. Hal
ini seperti yang diungkapkan partisipan
berikut.

“Nominal kita menggunakan jasa
pendamping itu.. mereka yang
nentukan nominalnye berape, misal
e volumenye berape.. uang e.. uang
yang dibutuhkan itu berapa.. gitu”
(P10.37)

Hal ini selaras dengan penelitian
Akbar et al (2015) yang menemukan
bahwa kualitas karyawan dan pejabat
pada sebagian pemerintah daerah di
Indonesia masih  rendah  hingga
memerlukan bantuan atau
pendampingan tenaga profesional dari
luar organisasi untuk mengurangi
kesalahan dan meningkatkan peluang
kesuksesan dalam organisasi.

2.5 Kompetensi Sumber
Manusia

Sumber daya manusia (SDM)
pada penelitian ini adalah kepala desa
dan perangkat desa yang bertugas di
desa. Kompetensi dilihat dari seberapa
baik pemahaman terhadap tupoksi,
keterampilan dalam  melaksanakan
tupoksi dan kemampuan melaksanakan
tupoksi dalam organisasi. Kompetensi
dapat diperolen melalui pendidikan
formal dan pengalaman panjang dalam
melaksanakan tugas (Sofyani dan
Akbar, 2015). Makin baik kompetensi
yang dimiliki aparatur desa maka
makin baik pula kualitas pengelolaan
dana desa (Pratolo et al. 2020; Sofyani,
2017).

Dari hasil wawancara, ditemukan
bahwa ketersediaan SDM  pada
pemerintah desa masih didominasi oleh
mekanisme  perekrutan tradisional.
Tradisional yang peneliti maksud
adalah hampir seluruh partisipan yang
bekerja di Desa Peniraman direkrut
dengan cara diberi tawaran bekerja
secara langsung oleh kepala desa yang
menjabat saat itu.

Selain itu, jenjang pendidikan
turut  memberi  dukungan  bagi
pemerintah desa dalam meningkatkan
SDM. Seperti yang diungkapkan
partisipan dalam wawancara berikut.

Daya

“kita bicara kompetensi mereka,
gitu kan, kompetensi perangkat desa
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secara umum banyak belum
memadai gitu kan.. nah dari sisi
pendidikan masih rata-rata apa..
SMA, SLTA.. yang sarjana masih
sangat sedikit, artinya dari sisi
pendidikan bisa kita simpulkan
sebetulnya banyak belum memadai
mereka, itu dari sisi pendidikan..”
(P13.B39)

2.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah
Dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 128 ayat 2 diatur tentang
pendampingan masyarakat desa yang
dilaksanakan oleh SKPD (satuan kerja
perangkat daerah) yang secara teknis
membidangi desa dibantu oleh tenaga
pendamping profesional atau pihak
ketiga yang kompeten. Pendampingan
ini dilakukan secara berjenjang. Camat
atau pihak kecamatan melakukan
koordinasi pendampingan masyarakat
desa di wilayah kerjanya, untuk
selanjutnya berkoordinasi pada
pemerintah kabupaten diatasnya.
Pendamping profesional atau
tenaga pendamping lokal desa yang

bersentuhan langsung dengan
masyarakat melakukan  pembinaan
kepada  pemerintah  desa  yang

selanjutnya berkoordiansi pada tenaga
pendamping desa dan tenaga ahli
pemberdayaan masyarakat di tingkat
kabupaten. Namun dalam
pelaksanaannya dilapangan, masih
ditemukan kendala dan permasalahan
yang harus segera dicarikan
penyelesaiannya bersama-sama.

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa
Evaluasi diperlukan untuk
melihat sejaun mana dampak yang

dihasilkan dari pengelolaan dana desa.
Hal ini bertujuan untuk mencegah
penyimpangan dan memastikan bahwa
penggunaan dana desa telah sesuai
dengan prioritas yang ditetapkan
pemerintah dan memberikan hasil
maksimal bagi pembangunan desa.

Pembangunan yang ingin disasar
dari adanya dana desa tidak terbatas
pada pembangunan fisik semata, tetapi
juga pembangunan nonfisik. Oleh
karena itu, manusia yang menjadi
pelaksana pembangunan desa yang
harus terlebih dahulu diperhatikan dan
diberdayakan (Sofyani, 2017).
Berdasarkan hasil wawancara dan
identifikasi dokumen T.A.2018-2020,
ditemukan bahwa kedua desa masih
berfokus pada kegiatan fisik, baik
berupa pembangunan infrastruktur
jalan maupun penyediaan sarana dan
prasarana bangunan.

Lebih lanjut, kebermanfaatan
pengalokasian dana desa lebih penting
karena dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat, terlebih di masa-masa
awal pendemi Covid-19 ditahun 2020.
Pengelolaan dana desa yang dilakukan
olen  pemerintah  desa  terpaksa
direlokasi menjadi bantuan langsung
tunai (BLT) DD. Padahal, dana
tersebut awalnya telah direncanakan
untuk kegiatan pembangunan di desa
tetapi  terpaksa direlokasi karena
keadaan yang mendesak.

“aa.. dikasi juga.. dicairkan untuk
BLT membantu yang sakit yang...
kan itu lebih manusiawi.. artinya
lebih sosial.. yang lain bisa kok..
dana kabupaten, contoh aspirasi
bisa dibangun jalan.. tapi untuk BLT
ndak bisa kan?” (P7.S55)

Proses pengelolaan dana desa
yang dilakukan oleh Desa Nusapati dan
Desa Peniraman sudah dilakukan
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semaksimal mungkin dan mengikuti
aturan yang berlaku. Karena itu,
aparatur desa berharap mendapat
timbal balik atau reward atas jerih
payah mereka mengelola keuangan
desa. Sejalan dengan penelitian Sofyani
et al. (2018) yang menunjukkan bahwa
pemberian reward baik berupa moneter
maupun apresiasi dapat memotivasi
individu bekerja lebih bagi organisasi.

Disisi lain, kehadiran dana desa
sejak tahun 2015 ini juga menimbulkan
polemik baru bagi desa, salah satunya
adalah ketergantungan pemerintah desa
terhadap sumber pendanaan desa
(Akbar et al. 2015; Sofyani et al.
2018). Sejatinya, sesuai dengan status
desa yang digolongkan menjadi desa
mandiri, desa maju, ataupun desa
berkembang, pemerintah desa
diharapkan ~ mampu  menciptakan
potensi kemandirian dan meningkatkan
pendapatan asli desa yang baru bagi
desanya. Kenyataannya, kepala desa
menjadi terbiasa dengan kucuran dana
yang disiapkan pemerintah. Hal ini
seperti  yang diungkapkan Kades
Nusapati dalam petikan wawancara
berikut ini.

“Karena satu sisi kadang-kadang
dana.. ee.. ajuan-ajuan kite di
kabupaten.. kan.. karena di kabupaten
kite ade 60 Desa namun akhir-nye
berbagi, jadi.. sangat lambat kite
untuk.. untuk membangun.. untuk
membangun sangat lambat lah.. tapi
dengan ada-nye DD ni kan.. dana
desa yang masuk mungkin juga
mempercepat lah.. mempercepat
pembangunan” (P1.S71)

Hal senada juga diungkapkan
pejabat yang membidangi desa yang
menyatakan bahwa pemerintah desa
saat ini menjadi ketergantungan
terhadap kucuran dana desa dari

APBN. Bahkan, ada kecenderungan
pemerintah desa tidak ingin mengubah
atau menaikkan status perkembangan
desa mereka karena khawatir apabila
mereka memperoleh predikat desa
mandiri, kucuran dana desa akan
berkurang atau bahkan menghilang.

“Kekhawatiran — mereka  setelah
status mereka mandiri.. ee.. bantuan
keuangan dana desa itu tidak ada..”
(P14.DW22)

3. Isomorfisma Kelembagaan

DiMaggio dan Powell (1983)
menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis
isomorfisma kelembagaan karena ada
kondisi  eksternal yang memaksa
perilaku organisasi untuk berubah pada
batasan tertentu, yaitu isomorfisma
koersif, isomorfisma mimetik, dan
isomorfisma normatif. Pada level
pemerintah  desa dimana tingkat
ketergantungansumber daya keuangan
pada pemerintah pusat masih sangat
tinggi  (Akbar, 2011), tekanan
kelembagaan tersebut tidak dapat
dihindari.

Terdapat tekanan isomorfisme
koersif pada pemerintah Desa Nusapati
dan Desa Peniraman. Salah satunya di
era pandemi Covid-19, dimana
pemerintah desa diwajibkan untuk
menganggarkan bantuan langsung tunai
(BLT) bagi warga masyarakat sebagai
bentuk kompensasi bagi penduduk
yang terdampak pandemi. Akibatnya,
perencanaan pembangunan pemerintah
desa sebagian besar harus tertunda

sebagai imbas dari  pergeseran
penganggaran.
Terkait  dengan  isomorfisma

mimetik, pemerintah Desa Nusapati
tidak teridentifikasi meniru  atau
mengimitasi desa lain, seluruh proses
dijalankan berdasarkan pedoman dan
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kebutuhan pemerintah desa. Namun
pada pemerintah Desa Peniraman,
tindakan mimetik teridentifikasi dalam
proses pengelolaan keuangan desa,
seperti dalam hal pembuatan laporan
keuangan. Sementara itu beberapa
kondisi manajemen yang ingin diadopsi
oleh pemerintah desa Peniraman tidak
dapat terlaksana, sebab terkendala
kondisi teknis maupun non teknis yang
dialami  oleh  pemerintah  Desa
Peniraman.
“Cuma kitanya yang ndak bisa,
ndak mampu menerapkan itu karena
ada 3 kiblat tadi ndak mungkin bisa
dilewati. Pertama aspek
pendidikannya SDM-nya, kedua
karakteristik masyarakatnya, ketiga
tadi dukungannya..” (P7.5103)

Isomorfisma normatif berhasil
diidentifikasi pada proses pengelolaan
keuangan desa baik didesa Nusapati
maupun desa Peniraman. Mulai dari
pembuatan Perdes, pembuatan RKP
desa, dan pengelolaan keuangan desa
seperti pembuatan  SPJ  yang
bergantung pada peran pendamping
desa. Elaborasi bersama jaringan
profesional ini  dilakukan  demi
tercapainya tujuan organisasi.

SIMPULAN

Simpulan

Pemerintah desa Nusapati
maupun pemerintah desa Peniraman
telah berpedoman pada ketentuan
regulasi dalam proses pengelolaan
keuangan desa. Prioritas penggunaan
dana desa diputuskan berdasarkan hasil
musyawarah desa tanpa
mempertimbangkan perkembangan
status desa.

Meskipun terjadi keterlambatan
dalam pengesahan dokumen APBDes,

namun  kondisi  tersebut  tidak
menghambat pelaksanaan program dan
kegiatan di desa. Dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintahan didesa, terdapat
beberapa regulasi yang kurang relevan
dengan kondisi saat ini, salah satunya
peraturan daerah mengenai
penunjukkan Penjabat (Pj) kades.

Pimpinan  merupakan  kunci
kesuksesan dalam organisasi. Motivasi
individu untuk berkembang bersama
organisasi merupakan prediktor kuat
kemajuan organisasi. Koordinasi antar
tim maupun terhadap pihak yang lebih
kompeten dapat membantu
mewujudkan  komitmen  organisasi
untuk menjadi lebih baik, ditambah
dengan kompetensi sumber daya
manusia yang memadai. Sayangnya,
pada pemerintah desa Nusapati, kondisi
sumber daya manusia yang tersedia
belum cukup kompeten sehingga terjadi
tumpang tindih tupoksi dan pemusatan
pekerjaan pada satu orang yang
dianggap mampu dan mau untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Pemda selaku pembina bagi
pemerintah desa hendaknya menjadi
penyelaras tujuan antara pemerintah
pusat dan pemerintah desa.Belum
optimalnya transparansi data dan
pembinaan oleh pemda berpotensi
menimbulkan perselisihan manajerial
di tingkat Desa Nusapati. Keterbatasan
anggaran dan  narasumber  yang
kompeten dibidangnya menjadikan
peran pendampingan yang dilakukan
oleh pemda Kab. Mempawah kurang
maksimal bagi Desa Nusapati dan Desa
Peniraman.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap
pemanfaatan dana desa, terutama
pengalokasian di bidang pemberdayaan
sebab pada kenyataannya lebih mudah
untuk membangun bangunan fisik
dibanding memberdayakan manusia.
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Besarnya alokasi DD yang dikucurkan
menjadikan pemerintah desa
ketergantungan dengan dana desa,
akibatnya pemerintah desa menjadi
“ladang  politik” baru di level
pemerintahan terbawah

Dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa, isomorfisma
kelembagaan teridentifikasi pada kedua
desa.  Isomorfisma  koersif  dan
isomorfisma normatif teridentifikasi
dominan pada Desa Nusapati. Namun
isomorfisma mimetik tidak
teridentifikasi. Sedangkan pada Desa
Peniraman, ketiga tekanan isomorfisma

berhasil teridentifikasi, dimana
isomorfisma koersif dan isomorfisma
normatif teridentifikasi dominan
sedangkan  isomorfisma  mimetik

berhasil teridentifikasi namun untuk
pelaksanaannya terhalang kondisi non-
teknis.

Keterbatasan

Penelitian ini  masih memiliki
keterbatasan antara lain ketersediaan
narasumber yang bersedia menjadi
partisipan pada penelitian ini dimana
Sekdes Nusapati, Kasi Kesejahteraan,
dan Penjabat (Pj) Kades Nusapati
periode 2018-2020 tidak bersedia
diwawancarai sehingga peneliti tidak
dapat mengungkap secara keseluruhan
kondisi  pemerintah  desa  dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan
desa yang terjadi saat itu.

Penelitian ini hanya melibatkan
dua desa di wilayah Kab.Mempawah
terkait dengan Kkinerja pengelolaan
keuangan  desa  secara  umum
berdasarkan status perkembangan desa,
bukan pada teknis penatausahaan
keuangan desa. Hal ini menjadi
peluang penelitian di masa akan datang
untuk dapat memperluas cakupan
konteks penelitian dan/atau metode

yang berbeda sehingga aspek-aspek
yang berperan pada kinerja pengelolaan
keuangan desa terutama dana desa

dapat lebih diketahui secara
komprehensif.
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LAMPIRAN 1
Tabel 4.4 ALOKASI PENGANGGARAN BERDASARKAN KLASIFIKASI BIDANG BELANJA DESA
N Alokasi %Belanja Alokasi %Belanja Alokasi % Belanja
0 Desa Nusapati BelanjaDD | Terhadap | BelanjaDD | Terhadap | BelanjaDD | Terhadap
TA.2018 (Rp) | PaguDD | TA.2019(Rp) | PaguDD | TA.2020 (Rp) | Pagu DD
TA.2018 TA.2019 TA.2020
PAGU DANA DESA 1.140.412.000 100% 1.201.193.300 100% 1.293.444.000 100%
Klasifikasi Bidang
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.103.412.000 | 96,76% 1.114.649.332 | 92,80% 520.067.500 | 40,21%
3 | Pembinaan Kemasyarakatan 80.676.500 6,24%
Desa
4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa 37.000.000 | 3,24% 27.710.000 2.31% 15.000.000 1,16%
5 | Penanggulangan Bencana, 677.700.000 | 52,40%
Keadaan Darurat dan Mendesak
desa
PENYERTAAN MODAL 58.833.968 | 4.90%
DESA

Sumber; Data diolah
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Alokasi %Belanja Alokasi %Belanja Alokasi % Belanja
Desa Peniraman BelanjaDD | Terhadap | BelanjaDD | Terhadap | BelanjaDD | Terhadap
TA.2018 (Rp) | PaguDD | TA.2019(Rp) | PaguDD | TA.2020 (Rp) | Pagu DD
TA.2018 TA.2019 TA.2020
PAGU DANA DESA 1.075.426.000 100% 1.336.724.500 100% 1.466.277.000 100%
Klasifikasi Bidang
Penyelenggaraan  Pemerintahan 10.590.000 0,72%
Desa
Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.075.426.000 100% 1.309.434.500 | 97,96% 595.643.000 | 40,62%
Pembinaan Kemasyarakatan 27.290.000 2,04% 15.000.000 1.02%
Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penanggulangan Bencana, 845.044.000 | 57,63%

Keadaan Darurat dan Mendesak
desa

PENYERTAAN MODAL

DESA

Sumber; Data diolah
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